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PUTUSAN
Nomor 2400/Pdt.G/2022/PA.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Admin),
tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Desember

2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

2400/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada
tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: .............. yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang
tanggal XXXX;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Malang selama 8

bulan;
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwasemularumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Termohon kurang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan
Pemohon dimana ia hanya menginginkan untuk berkomunikasi
seadanya dan seperlunya, ketika Pemohon dan Termohon satu rumah,
Termohon juga lebih memilih untuk berkomunikasi via chat (whatsapp)
dengan alasan masih beradaptasi dengan Pemohon, namun menurut
Pemohon hal ini sudah terlalu lama sehingga Pemohon merasa tidak
bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya
Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang
Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon
sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara
Pemohon dan Termohon telah pisah tempattinggal selama kurang lebih 9
bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak
berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan
batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin dapatdilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup
lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,
karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin
dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan
permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang
agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Malang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon
putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
2400/Pdt.G/2022/PA.MIg tertanggal 08 Desember 2022 dan 14 Desember
2022, yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang
untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonan, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK ...............
tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya telah ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor
............... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah,
setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon
tersebut, karena Termohon bekerja di Amerika selama 6 bulan dan
sekarang sudah di Indonesia kemudian tinggal di rumah orang tua
Termohon. Namun, Termohon tidak mau diajak untuk
berkomunikasi;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat
rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, namun
tidak berhasil;
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2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon dengan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan
selama menikah namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon
tersebut, karena Termohon sudah tidak mau melanjutkan
hubungannya dengan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat
rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, namun
tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun
dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya serta
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak
dengan alasan, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan
baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa
menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon dimana ia hanya
menginginkan untuk berkomunikasi seadanya dan seperlunya, ketika Pemohon
dan Termohon satu rumah, Termohon juga lebih memilih untuk berkomunikasi
via chat (whatsapp) dengan alasan masih beradaptasi dengan Pemohon,
namun menurutPemohon hal ini sudah terlalu lama sehingga Pemohon merasa
tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan
bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Permohonan Pemohon, domisili

Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka
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berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh
karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan
Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon
dan Termohon mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sebagai ibu kandung Pemohon,
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil
permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sebagai saudara sepupu
Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil
permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan
Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, setelah
menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melanjutkan
hubungannya dengan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga
bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah, di dalam
rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus;

2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah
tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga
bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al — Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

(il G s S B s Wt (5 (33t
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi

dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ”;
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2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz I
halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai
berikut :
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Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti,
serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah
hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok,
hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak
tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum
dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan
Pemohon mengenaiizin talak satu raj’i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di muka sidang, tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Malang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi
bertepatan dengan 26 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami KETUA
MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA
PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI
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Rincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Panggilan Rp 375.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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